
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II eli Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, kolusi dan NepotisID€ (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Kota BPK-RI
Perwakilan Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan
Pernerintah. Kota Banjarmasin Tahun 2017, terdapat
beberapa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banjarmasin yang harus dilakukan penyesuaian dan
dijelaskan lebih rinci agar sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Banjarmasin;

WALIKOTA BANJARMASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

KEBlJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASlN
NOMOR66 TAHUN 2018

WALfKOTA BANJARMAS1N
PROVINSIKALIMANTAN SELATAN



Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004
Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
1mdonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nornor 33 Tab un 2004 ten tang
Perimbangan Keuangan Au-tara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahart Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 'Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahurr 2015 tentang Perubahan Kedua atas
UndangOUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679.);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'rabun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 74 Tahun '2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelo1aan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun '2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55, tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4575);

10. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

12. Peraturan pemerintab No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran N.egara
Republik Indonesia Nomor 5219);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik In.donesia Tahun 2012
Nornor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Peru bahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah
yang bersumber dati Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tab un 201.6 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

"



Dalam Peraturan Walikota in.i yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Banjarmasin yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDKota Banjarrnasin.

4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
tennasuk di dalamnya segal a bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah.

Pasal 1

BAS }.

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALlKOTA TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSIPEMERINTAHKOTABANJARMASIN.

Repu blik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersurn ber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54l);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3
Seri A);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nomor 7 Tahuri 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjannasin Tahun
2016 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nornor 40).



6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung­
jawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

7, Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya, serta penyajian laporan.

8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinstp
yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi
Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan
merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, penyusun laporan 'keuangan, dan pemeriksa dalam
mencari pemeeahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pernerintahan.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP, adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan. laporan keuangan pemerintah.

10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi­
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

11. Sistern Akuntansi Pernerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

12. Bendahara Umum. Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD.

13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang­
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

14. Entitas Akuntansi adalah unit pada pernerintahan yang mengelola
anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi
dan menyajikan Iaporan keuangan atas dasar akuntansi yang
diselenggarakann ya..

15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggara..nJpenggunan barang yang
berada..di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota..Banjarmasin

"



(5) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan
Pemyataan SAP atas:

a. Pernilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP;
dan

b. Pengatu ran yang lebih rind atas kebijakan akuntansi dalam SAP;

(6) Kebijakan Akuntansi Akun Pernerintah Kota Banjarmasin terdiri dari:

a. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Kas dan Setara Kas;
b. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Piutang;

C. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Persediaan;

d. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Investasi;

e. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Aset Tetap;
f. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Korrstruksi Dalam Pengerjaan;

g. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 ten tang Dana Cadaogan;
h. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Aset Lainnya;

1. Kebijakan Akuntansi NomOI' 09 tentang Asset Tidak Berwujud;

J. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Kewajiban;
k. Kebijakan Akuntansi Nornor 11 ten tang Pendapatan-LRA;
1. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Belanja;

m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 ten tang Pembiayaan;

(3) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banjarmasin dibangun atas dasar
Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yang mengacu pada Kerangka
Konseptual Standar Akuntasi Pernerintahan, sebagairnana tercanturn
pada Lampiran II Peraturan ini.

(4) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan rnemuat penjeJasan atas unsur­
unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam
penyajian pelaporan keuangan, sebagaimana tersebut pada Larnpiran III
Peraturan ini.

(2) Komponen Utarna Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas
Kerangka Konseptual, kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan
kebijakan akuntansi sebagaimana tercantum pada Larnpiran r Peraturan
ini.

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banjarmasin menerapkan SAP
Berbasis Akrual.

Pasa12

BAS II

KEBIJAKANAKUNTANSI



Ketentuan piutang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat 6 (b)
diberlakukan mulai 1 Januari 2019;

Pasal 5

SABrv

KETENTUAN PERALIHAN

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi akan
diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarmasin yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini.

(.1) DaJam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tabunan, setidak­
tidaknya terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran·
2. Lap0ran Perubahan SAL;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDEntitas Akuntansi
pada unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan,
yang setidak-tidaknya terdiri dan:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasa! 4

Pasa13

BABIII

PELAPORAN KEUANGAN

n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Pendapatan-LO;

o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 ten tang Beban;
p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Koreksi Kesalahan.
sebagairnan terse but daJam lampiran IV Peraturan ini.



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOM0.R ..06

H. HAMLI KURSANI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2: l~v;err;ocr 2.. '18
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

4--

'+-H. IBNU SINA

Ditetapkan diBanjarmasin
pada tanggal 27 l-lo'tte.nbEJ!' ~(1C
WALIKOTA BANJARMASrN,

Peraturan Walikota inimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini rnaka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nornor 26 Tahun 20 l4 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 26)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABV

KETENTU AN PENUTUP

Pasa16



HAL.1KEBUAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

+H. IBNU SINA

WALIKOTA BANlARMASIN,

KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI
Komponenutama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:
1) Kerangka Konseptual

Meniuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah
akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi
Pemerlntahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan
keuangan.

2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi
sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

3) Kebijakan Akuntansi Akun
Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi
atau pertstiwa setiap akun sesuai dengan PSAPatas:

a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran di SAPyang memberikan beberapa plhhan metode.

b. Penqaturan yang lebih rind atas kebijakan pengakuan dan/atau
pengukuran yang ada di SAP.

c. Pengaturanhal-hal yang belum diatur SAP.

KEBIlAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

LA.MPlRAN I
PERATURAN WAUKOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

"



HAl. 2KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

A. PENDAHULUAN
1. TUJUAN

a. Tujuan keranqka konseptual akuritansi adalah sebagai acuan bagi:
1) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi

yang belum diatur dalarn kebijakan akuntansi;
2) pemerlksa dalam memberikan pendaoat mengenai apakah laporan

keuangan disusun sesual dengan kebijakan akuntansl; dan
3) para pengguna taporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang

disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
kebijakan akuntansi.

b. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat
masalah akuntansi yang belum dinvatakan dalam Kebijakan Akuntansi.

c. Kebijakan akuntansi adalah prmsip-prlnsip akuntansi yan'g telah dipilih
berdasarkan Stander Akuntansi Pemerinta:han untuk diterapkan dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah oaerah,

d. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pernerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan
antar per-lode '

e. Dalarn hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan
relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjanq, konflik
demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan
kebijakan akuntansi di masa depan.

2. RUANG UNGKUP
a. Kerangka konseptual ini membahas:

1) Tujuan kerangka konseptual;
2) Asumsi dasar;
3) Karakteristik kualltatlf laporan keuangan;
4) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
5) Kendala infonnasi akuntansi;

KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

KERANGKA KONSEPTUAL

LAMPIRAN II
PERATURAN WAUKOTA BANlARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN



HAL 3KEBUAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

a. Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pernerlntah daerah
sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit
yang mandlri dan mempunyai kewajiban untuk rnenyajlkan laporan
keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan
dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpentJhinya asumsi ini
adalah adanva kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan
melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung
jawab atas pengelolaan aset dan surnber daya di luar neraca untuk
kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, terrnasuk atas kehilangan atau
kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi
akibat pernbuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program
dan keqiatan yang telah ditetapkan.
Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah unit pernerintahan yang terdfri
dari satu atau lebih entitas akuntansl yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib rnenvarnpatkan laporan pertanggung­
jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas
Akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran,
kekavaan, dan kewajlban yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang
diselenggarakannya Untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

b. Kesinambungan Entitas
Laporan keuanqan pemerlntah daerah disusun dengan asumsl bahwa
pernerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud
untuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap keqlatan
yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan
agar memungkinkan dllakukannya analisis dan pengukuran dalarn
akuntansl,

3. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuanqan pernerintah daerah adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
agar kebijakan akuntansl dapat diterapkan, yang terdiri atas:
a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinarnbunqan entitas;
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas
akuntansl dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD,tidak termastJk perusahaan daerah.



HAL. 4KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

2. ANDAl
Infermasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dad
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
kenvataan secara jujur, serta dapat diveritlkast, lnformasi akuntansi yang
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan rnaka
penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1.RELEVAN

taporan keuanqan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi
yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna
laporan keuanqan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa
masa lalu, masa kinl, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi
hasll evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan dernlkian, lnforrnasi
laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan
maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:
a. Memlliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan

keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasinya di raasa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktlf (predictive value), artlnya bahwa laporan
keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna
laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan basil
masa lalu dan kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
disajikan tepat waktu sehlngga dapat berpengaruh dan berguna untuk
pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinva bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup
semua intormasi akuntansl yang dapat mempengaruhi pernbuatan
keputusan pengguna laporan.

B.KARAKTERISTlK KUAllTATIF LAPORAN KEUANGAN
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannva. Keempat karakteristik berikut inl merupakan prasyarat normatif
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki:
1. Relevan.
2. Andal.
3. Dapat dibandlnqkan.
4. Dapat dlpahaml.



HAL 5KEBDAKAN AKUNTANS! PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

C.PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dlmaksudkan sebagai ketentuan
yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh
pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut
ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah:
1. Basisakuntansi;
2. Prinsip nilai historis;

4. OAPAT OIPAHAMI
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami
oleh pengguna laporan keuangan dan dlnyatakan dalam bentuk serta istilah
yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk
itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya
kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Informasi yang termuat dalarn laporan keuangan pemerintah daerah akan
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode
sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah
menerapkan kebijakan akuntansi yang same dari tahun ke tahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sarna. Apabila
pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan
kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan
tersebut.

3.DAPAT OIBANDINGKAN

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah
harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverlfikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan
pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda,
hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;

c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum
dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk
menyajikan lnforrnasi yang menguntungkan plhak tertentu, sementara
hal tersebut akan merugikan pihak lain.
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Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat
perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dl masa yang akan datang dalam
pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,
karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak
terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban
terkait.

2.PRINSIP NIlAl HISTORlS

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajlbkan
disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib
menyajikan laporan demikian.
Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui
pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun
kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalarn bentuk jasa disajikan
pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka
LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeJuarkan dari Rekening
Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kew,ajlban, dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadlnva transaksl, atau pada saat kejadian
atau kondlsi Iingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas dlterima atau dibayar.

1.BASIS AKUNTANSI

3. Prinsip realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli forrnalitas;
S. Prinsip perlodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar
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Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi
yang dibutuhkan oleh penqquna, Inforrnasl yang dlbutu.hkan oleh
penqquna laporan keuangan dapat dltempatkan pada lembar muka (on the
face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. PRINSIP PENYAJIAN WAJAR

7. PRINSIP PENGUNGKAPAN lENGKAP

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari
periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadl perubahan dan satu
metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang
dipakai dapat dlubah dengan syarat bahwa metode yang baru dlterapkan
mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.
Pengaruh atas perubahan penerapan rnetode ini diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

6. PRINSIP KONSISTENSI

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah
daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat
ditentukan. Periode utama yang dlgunakan adalah tahunan. Namun,
periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
dan realitas ekonorni, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya
(substansi over form). Apabila substansl transaksi atau peristiwa lain tidak
konsistenjberbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. PRINSIP PERIODISIT AS

4. PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGUU BENTUK FORMAL

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah
diotorisaslkan melalui anggaran pernerlntah daerah suatu periode akuntansi
akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode
tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun,
maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui
anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

3. PRINSIP REAUSASI
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2. PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang
diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan
keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan infarmasi yang
manfaatnya lebih keeil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun
demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan
yang substanslal. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna
informasi yang menikmati manfaat.

D. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI
Kendala infarmasi akuntansi dan laparan keuangan adalah setiap keadaan
yang tidak memungkinkan terwujudnya kandisi yang ideal dalam mewujudkan
infarmasi akuntansi dan laporan keuangan pemerlntah daerah yang relevan
dan andal aklbat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal
yang menimbulkan kendala dalam infarmasi akuntansi dan laporan keuangan
pemerintah daerah, yaitu:
1. Materialitas;
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

1. MATERIALITAS
Laparan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala
infarmasi, tetapi hanya diharuskan memuat infarmasi yang memenuhi
kriteria materiaHtas. Infarmasi dipandang material apabila kelalalan untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat infarmasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
informasi dalam laparan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laparan
Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktar pertlmbangan sehat diperlukan bag!
penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu
diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian
pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset
atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak
dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan
sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau
rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau
tinggi, sehingga laparan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.
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WAUKOTA BANJARMASIN,

3. KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUAlITJ.\TIF
Keseimbangan antar karakteristtk kualitatif diperlukan untuk mencapai
suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang
diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah.
Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda,
terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan
antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah
pertimbangan profesional.
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2. RUANG UNGKUP
a. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan

dengan basis akrual.

b. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

c. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga
pemerlksa/penqawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses
donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).

d. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah
atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik
lainnya seperti laporan tahunan.

e. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi
dalam menyusun laporan ke yaitu SKPDdan PPKD.

3. BASIS AKUNTANSI
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
daerah yaitu basis akrual. Namun, Dalam hal anggaran disusun dan

~ PENDAHULUAN
1.TUlUAN

a. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements)
dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik
terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

b. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan
seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan,
pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi
laporan keuangan.

c. Laporan keuangan unttJk tujuan umum adaJah laporan keuangan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur
dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

KEBDAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN In
PERATURAN WAUKOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN
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4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan
informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
a. Aset;
b. Kewajiban;
C. Ekuitas;

--
g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai
dengan anggaran; dan

b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan dlqunakan sesuai dengan
ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnva:

f. menyediakan informasi mengenai potensi pernertntah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonornl;

d. menyediakan informasi mengenai ketaatan reallsasi terhadap
anggarannya;

b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

B. TUlUAN LAPORAN KEUANGAN
1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan lnforrnasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil
operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya.

2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah
untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabllltas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dlpercayakan kepadanya, dengan:

dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan RealisasiAnggaran disusun
berdasarkan basis kas.



HAl. 12KEBUAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap
entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih yang hanva disajikan oleh entitas pelaporan.

D.KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan

terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan
finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
a. Laporan RealisasiAnggaran;
b. Laporan Perubahan SaldoAnggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan operaslcnat
e. Laporan ArlJSKas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Catatan atas Laporan Keuangan;

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada
pimpinan entitas

5. lnformasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi
tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi
tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan,
dapat dilaporkan bersarna-sarna dengan laporan keuangan untuk
memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu
entitas pelaporan selama satu periode.

6. Pemerintah daerah menyajikan inforrnasi tambahan untuk membantu para
pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan
aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai
alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rlndan
mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk mdikator kinerja
keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain
mengenai pencapaian kinerja keuangan entrtas selama periode pelaporan.

d. Pendapatan-LRA;
e. Belanja;
f. Transfer;
g. Pembiayaan;
h. Saldo Anggaran Lebih;
i. Pendapatan-LO;
j. Beban; dan
k. Arus Kas.
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c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang
mempengaruhi pelaksanaan anqqaran, sebab-sebab terjadinya
perbedaan yang material antara anggaran dan reatlsasinva, serta daftar­
daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk
drielaskan.

d. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas
akuntansi/pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam dua
format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan PPNo 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai hlbah, maka diperlukan konversi atas penyajian rekening
8elanja dalam LRA sesuai format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
dan LRAsesuai Format PPNomor 71 Tahun 2010/ sebagai berikut :

1) Dalam LRA format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat
Rekening Belanja Barang dan Jasa berupa Hibah Barang yang
direalisasikan oleh Organisasi Perangkat Oaerah (OPO) melalui
Rekening Belanja Barang/Jasa yang Akan Oiserahkan Kepada
Masyarakat ;

2) Rekening Belanja Barang dan Jasa dimaksud seJanjutnyadikonversi ke
Rekening 8elanja Hibah dalam LRAsesuai format PPNomor 71 Tahun
2010.

E. STRUKTUR DAN lSI

1. LAPORAN REAUSASI ANGGARAN

a, Laporan Reallsasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan
menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
1) Pendapatan-LRA;
2) Belanja;
3) Transfer;
4) SurplusjDefisit-LRA;
5) Pembiayaan;
6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
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f. Contoh format Laporan Reallsasi Ahggaran sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan format yang dlatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Penqelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai
berikut:

l)LRA SKPD format PP 71/2010
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA •..

LAPORAN REAUSASI ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
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1.1 PBfOAPATAlI ASU OAEIWt (PAD)
1.1. ! pg.d~Pa~~~
1.J.l P~R~Dm'l
1.1.) ~ Hasll ~o~ Kitz,;m ~yailg
I.JA lirrl.aln PAD y~ SaIi

2 BElANJA I
2.1 BElAIOA 110M LANGSUNG
2.1.1 [k~nlaPegawal
U BEl.AHJA lANGSUHG
2.2. ! Stt;jjla~'.'aI
2.2.2 &l3f;a an,g den !3SiI
2.1.3 ~:ilja~

I
SURPLUS I (OEflSrr)

SlSA LfBIII PEMBIAYMH flNGGMAH (SlLPA

Unsn Pemerintaban
8Idaag Pmlerinlallan
Unit 0rJalIlsasi
SdJ UnltOrtjilDisasi

PEMERtNTAH I<ABUPATEN/KOTA ...
LAPORAN RfAUSASl ANGGARAN PENDAPATAN DAN BElANJA DAERAH

urrrUK TAHUII YAlIG BERAKHIR SAMPAT OEHGAtl31 OESEMB£R lOXI

2)lRA SKPD format Permendagri 13/2006 yang terakhir diubah
dengan Permendagri 21/2011



HAL 16KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

H~IMKepala PPKI)
HIli K!";I.!I~PI'KD

•__ .. -r 31 ~lIj~ 2.OXI
.Illbolt...n KJ:Plltl rl'f(1)

AII~ ~~ ~
.:/OX] :JD1i ("') ~01tU

Ito. UIlUT UIUUAlI

-I "rlll~lAN lilA

~ l I'£NDAlIATArtTRAHSf[R. UI.A
4 ) I ~, .. .., 1'*1'1.. f'l:mcm!oI1 J\A¥ uv.
1. .1 I., 8.logi 1I;n1p..~ -WI
1. I 1.2 o..,q It.t.l e.A.oII P~»'J~ DJ>i! ~ -W.
1.t.1.1 0.." M!;,;,.o I)"",,,{lMIJI -I,AA
-l.l ,.. 04N .'II;b1IlIN1., (!W().I.AA
4 , l ~oIR lr.ml.. 1'm"""'1Il1\1S31t -I""""'. -!JIA
4.2 2..1' 00<u ~".._. WI
1. I 1 1 ~I(;;;'::",_ lAA
.,J. ~. ~. J O_I'c:tIr<_,,,,-W
1.2 ) ~OC"!l '1';Yl\!rI.",.,..".,.., 0;)."fJh 1"""". ·11'.11,.2 ),1 ~.ndAD.. '" ~ II,... "")ok • I.AA
1.1 J. l I'tnISJollC.., llOOlll.llll.,,,ny,I • LIlA
.,. l.~ .,."tu~.~II'O' Lilli
•• } .... I 0......... 1(..... 1."''' ~...,p",,..., "..." 0.,""" ,~",..t.. " lAA
".1.4.2 U"'~UA"K....."'jIll(d.tl ~_.li.>It0.....1> KbL~u' • i,R.\., , .. l fWoI_ IC>:IJ.IIIO(!tldl~1 p,,,trt.uIt D.ltthh 1(01.... LIlA.. 1 UUlH.J\IU I""MI'A'AII O"~1lA1iYAU6SA1I-tllA
".J I """d"",,," IIb.1t ·IM .
1.1.1 I)",,,,O;x,u., UU\
-1.3.3 ~PDt.>n 1~"OYn• lAA
~I nt,IAll JA
s , J IItl.AN)AopeRASI~ 1. J ~.l1}).9"1Y,I<l
S. I .4 M"'),'S!~o
U.l . S U&!';"llb."
S. I .6 ~lollo)'lluIlr\So""
s , I ","1...,0.11lAK ILlUHIC~
S ).I !U-......~laI(·'''~

6 lllAltSft:R
I> 1 lI!N4Sf+" IlAGllIl\$ll VfllllfJ'Allltl
(',1, I 1,.,.,,, Ibphuli'ojUlOWJh

" 1.1 1t.... I..U..,II....Pttd_l*"'I~'.l IlVll(!;1'l;R ll(,IHUN' IiBJIItIGJU'f
G 2 t Tf...,'" ~l(..'"I>¥lQ5'1 ~ ~ ~!..>m)'
6.1 1 Tnmffo IIlau.!lI ~ <!06d
LLJ T"""r.. 0- ~ LlM).

SURI'U.lSI (O£FlSH)

7 l'£MDtAYMI'4
7 1 P£IIERIICMff P£MII\AY""If
1, I 1 ~~l.IOSVA~ I 1 ~"lIfl'o,....r~
I. I 1 '1MA~"Jc.""I_ o..no. f""J ~
7. I i I'll,..,,,,,, CIMri IIt.Q<tI

"""-1.~ POIGEWARAIIP(MDIAYMII
1.7 1 P.rt~ O;oru o:.d,.,_
7.7.2 ~.",_HIIdoIfI""""',~o..tl!lh
;,2 ) ~«,,"~I'n~i)oIiJm~
1 1 4 ~.'" "'"~""~<U.!.....

PFl4IllAYAAN"IDO
:;~Y:!!ll! Pfl4l1lAYMlf AtIG'GlltAll (SllPA)

UtuQft PmioUhlt .... iln
1)id.09l-.t""""",,
U... o.lI"~11oN
SoW UJII,0r0anl_1

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA __
LAPORANREAllSASI ANGGARANPENDAPATANDAN8ELANJA DAfRAH
UNrUK fAJ1U1fYAH<; I)£JW(lllR ~PAl OENC'oW)1 OEstMl)(.1t lOX 1 OAN?OleO

3)LRA PPK Format PP 71/2010



HAL. 17KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NamaK~ta PPKD
IIIP Kep.ya PP.<I}

~.......•.. 31 Oesember 20Xl
labatan KcoalaPPKD

ANGCiAAAH REAllSASl UllDl/
NO.URlJT URAJMf ~QXl ?OXI (K\lRANG)

" P£NOIIPATIIN
I.] DANAPERtlolRANGM'
1.2 I Sagt Has! Pa)akllla~ Hnsl9IJlra~ Pajal;
I.2 2 OW Alll'.a> 11111111
I.2 ) ON~lIhlsus
1 3 WtHAlJl pafDAPATANDAlRAIIYANGSAIl
1.3 2 Pend.,-?SIllbilh
I 3 J CMaallJl:
I 3 3 l).yla ~ H$Pa~ d.Jnt'1O't1lSld.'!n ~l !Rean
I J 4 Dana Perl~ daIIOl~ ~
I J S B;nuao!Ceu.lngoo darlPlt.)l)).~'tJ ~I1!lIh!>.lo:!clh lam'(il

2 1l£lJ\tQ"
2 I BElANJIlTlDAKLAHGSUNG
2.1 2 Ilc\;n~IbIga
2. I.3 ~5I.bsO
21': Beanja Hb3h
] I 5 ~ !lanIIa'ISoJ;..]!
2.1 6 ~ 8eliwI)a &,I~ ~ "oT;ns~l:f\fKota diw1
?I 8 ~~~~PlVoTlW~eo/"~

dill p~ Dew dan ""tal Pc1ti:
1 I II llQn)a rd.W TtlOOI)4

SURPtUSI (ornsn)

J PEMBlAYMt'DABWI
J.I PENEIUlWJI P£MBlAYMN DAERAH
1.L I S6a lEll" PtI~ AwlJfI Talh.n AAwlril!l xbelmr,a
s. I 2 ~fiIl D..-, Cad~bn
],1 3 !las! ~n Kel:aylloYl Datlilh '(olng d~dst.__
3, 2 PrIGlUARAI4 PEMBIAYMN OAERAH
3, i.1 P~[)Ma~
3.2.2 ~~H~(I'l\tSl.lSI)~~
3.2 1 ~i<Ql Prh'- Otdlg

1& .....

PfI4BIAYMN NETTO

SISAU.BIII PIMBIAYMN IINGGftMN lSILPA\

UruSilIlPcmerinlllhall
8ldang PefIIef1rrtahan
Unit Onpnlsasl
Sub Unit Of'll'lnisasi

4) LRA PPKD format Permendagri 13/2006 yang terakhir diubah
dengan Permendagri 21/2011

PEMERINTAHKABUPATEN/KOTA ...
LAPORAN RfAUSASI ANGGARAN PENDAPATANDAN 8ELANJA DAERAH

urHUX TAlIUNVAlIGOERAKlIlR SJ\~II'Al DENGAN31 DES£.MOCRlOll



HAL 18KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

A/tOOAANf l!1l\I.ts.\Sl JU:N.IliMT
,*1 :mn (", 2O'J!O1I0.UIWT lIIlAIAA

'4 l'tl'(W'AlAII lIlA
·.1 PUIDAP"IIIII-'S\llMI'lWI(Po\O) • IlIA
~.I. 1 ;>mi__..,P&~ OJ!;(i> ll'-,
'I 1 2 ~ R«rb....,~"" lAA

'. I J ~"'lIull'l>v.'~k\:I,·_~ ~• I.' l_1Jn P,Ij)1.... s..h.1AA
1.2 P(lIIW>A1All 1RAliSfSI. lllA
1 7 1 ~Tf""" """",,,,",,,,,,,,. 1M

• 1
I I ~1L>!IP"~'lfIA

! 1 J 2 1Ioo7,1.>lllU....~~n.r ..... .." '1M
1 I I ) Dm""*""II ......(ll.\II)·1!IA~ } 1 4 tin, ~1O!u_ t~} UIA
~ 1 2 P~'" T,,...'""""""""'...... L!m~ ·IM
'1.2.1 1 r~Vl;J0tI,,_1Q1o<uo lAA

• 7.1.1 Q,In., lCHltn_ • LP,\
• 1 1 ) run.,~"...,....,·m\
'.2.1 ~""It'l'''''''' r:.....,....no....n~.·lAA
'I 1 1 1 ~;'" Illif7fl.Ml ,,*",ru
• 7.3 1 1'tOO;~'" ~ 1!.I'll1.oorr., • U'A
424 ~ • ....-.pI:!i'lAA".:1 It I 9""""~'9-"'~Ip,., ... ~", u...:o~.""'n"·W
1 1 4 l n._l<i:uorlOon dill~IWI"'" I)•..,,,,,1(,....,.,(1'1 IRA
" 1,1 I v.ar.,~ l(.c,'~Ifl.,.,•.j.>,N,'..,..,JI) 0.,.,;01> rd. IP.A
1 1 lAnl'wrlI'tNlMP"''''' O"WH YAIIG5.AII-LIlA" ] 1 l'I'IIoJ.Jt...... ' IIbul, UVI
1.J.l O~""ilMlJIlI1; Iw\
" 1 ) 1"":!'41C'<"nnI~/' • I IV;

~ 8HllrtJA
5 I OEJ.JItlMOPt:RllSI
S 1 I 'Bo;i<n)'~"""s . 1.1 lJ<.!oOloillr'''1Ilc!.w>_
5 I } B.... I~ 6,,'1)0)
5 I.4 L\tb<>j.s.br~~ I. \ g..\o~IIIl<Jtl,
5 I.~ 1lollJn!. il¥1Mt'5<><toI
) 1 nI.lNt'~140QAJ.,
) , I "''''r!".I:I0d4 I"",,,,
) Ll 1Jiom}' I'1<'cbI ""41n!lJ<, 1'1.. ,.
5 ? ) OcM!lM,.I..IIGtihIodlrl Gillig""'"~ ,.04 fIrI.."., 1<Io<\~Won, 1,'(1""~oM~
S ? 5 IIt\lr9 .. Ho>W~ r<'l"f'loll ....
S 1 IlElAru .. ,AJCn ItDUGA
~ 1.1 ~r~TCI~

6 TIW~R
G' J TRA~FIUIAGJ lIAS'll PflltW'A1AH
~ 1.1 '''nle!!l>9'H-.... i'I~ lI#<foll~ I 1 1""'" lI09'~~tam.~
10.1 "IWI$I Cit lI-\IItUAlIauAl~GAlI
6.~ 1 lliO'!1h! rc:.o'h.. , KNMi9"It. """"nC.!i,Iloo<t;, lMnl
Il 1. I rr,..,.'., ~W) ~ lor [)row~ 1 1 lr~,,.I\r"I.on~"'I .....

5VIU'iUS II OlH:.<;II), PVIRlAYMIf
1 I POIfRIMMH'I'fl-lelAYMIl
1 I l ~~,~~,
to 1.1 ~llI'I DoIlIC"""_'
t, I.J 1(0)1 f'mJoob,K<b)_~ """ ~
7 1.4 Ptp-r~~~

d!&-.- ;-7 Z POIGaUAAANl'ENIIIJ\VMlI
, l. 1 ~o.r.,{'as,>j;O'l
1.J.2 "",,,,_~Itr'!JI:IlI~~
1 1,.\ """'N.... ~ PI1jIrT.... [).lI.Jm r......
1.l.• ...,,_,.,., ~."." 0'.. "",

<Iv
POUIJAYMllllfJlO - I- .1-

.J!ISA LUIlIII'tHIIIAVMIf t.HGGARAIfCSllPA

5)lRA PEMDA Format PP 7112010
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...

LAPOitANREA'USASTANGGARANPENDAPATANDAN8ElANJA DAERAH
11111ilK iAHUfI YNlG tU;RJ\XlIIRSJlMI'Al 01;11(;1\1131 DESaIUI:II )OX, 01\11 70lCU



HAl. 19KEBlJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

2.LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara kamparatif

dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
1) Saldo Anggaran Lebih awal;
2) PenggunaanSalda Anggaran Lebih;
3) Sisa LebihjKurang PembiayaanAnggaran tahun berjalan;
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5) Lain-lain;
6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

: NO,UIU1f
AHGGAIWt R£Al19.S1 111111/

~ 2IIl1 lOXI (l\IWIG)

1 PU«lAPA11Jf
1.1 PfMOOA1AH ~IIWIWI (PAD) I I
r.r.: ~~Co!n\
1 1 1 ~~DriI
1.1. ) i'!nCi.1'Ul IIl1ill!rij«l.u' )(,b.,~();Y(1iI v~ DI>W~,
I. I.~ ~";..)'fqSill
I 1 DAII~P£lIII41lAHGAH
I 2. I !l;igIlllIiI Pdji/!l<9U.!I!NI<an p~
I 1.2 OnI,lIlI:..sIlIfIUn
1.1.) ()an;J ,AllftslOlu!lll
I ) WN-WN PEHOAPATAIIDArlWl YMIG SAIl
1;'1 P~1GWIHM1
1.1,) tw~iNa
I 1 1 D.Ne..\111a\lP.l}"'d,"~d.Yl~ ~ ,
I l.~ ~~ fer)_1IIn 0;M:m1OlJlus
I 3,~ ~ ~ d.In"'OI~~ 4iIJ 1'tmc1rtN!~ Urn,\)

2 IlElAllJA
I I lIo.MtJA nOMC lAHGSUNG
1 I I ~Jltvar;JI
II} I!ttlop~
2, I ,J Bd!I¥ ,bRlI
2, 1,1 ~,U>:tt
) I.S ~a..w....~
I,I.s ~'Ij.! II6!nj1flOIg1Ia\I~ 1'Il!'.~Iict! dt1
1.1.8 Sd!rtIa s.tw. ~ b$!d3 P!o',ns;'I{iIbI.Nll\ff.tO

11.1.9 dln PM1efrt.nr. De11@~ Poll
Bt:r4t I d.!k TtllbjI

~ ) IIUAItIA lJJfGSUIfG
J 1 I ~~
1.1.1 !Icw!ita.."'9':" .1M,)
I!.) ~~

SURPlUS I (llOlS111 I

'J PHIllIAYMIl 00lIAI1 I I
3 I PUlERDWJf pnmlAYAAlI DAfIWI I
) I.I SQI.d>IIP8r~ "'9t¥1rI TAI1)N~~g
J 1.1 ~o.mCmr,-1'
) I ) ~ i'e"~';r. ,~i:tfY\(lat(.t.,¥11~

dot ,.
) I PlN«lIWlA.'lI'(N1!IAVMlI MJWI
j 1 1 ~1)y"~lI)
) 2.1 ~~(Im~}~~
J. LJ ~,.~l1:lit~!J:19

dlt._

PlMBIAVMlII((lTO

SISA llDlII POCBIAYMNANGGAAAH(SIIPA)

6)LRA PEMDA format Permendagri 13/2006 yang terakhir
diubah dengan Permendagri 21/2011

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..,
lAPORAH REAUSASl ANGGIlRAN PENOAPATAN DAN OEI.J\NJAOAfRAH

1I11ltJK 1AHUHYANGOfllAlfllJR SAMPAI OI)IGAlI Jl DtSOmrR JOXI


































































































































































































































































